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Pungutan Liar Perhutanan Sosial

Hutan sosial menjadi program prioritas nasional sejak 2016 seluas
12,7 juta hektare. Masyvarakat di sekitar dan di dalam kawasan hutan
negara bisa meminta izin pemerintah mengelola hutan maksimal

2 hektare per keluarga. Syaratnya: membentuk kelompok tani dan
mendapat pendampingan dari penvuluh kehutanan, aktivis lembaga
swadaya masyarakat, atau profesional kehutanan. Program ini
gratis. Tapi, di Jawa, petani pendamping mengambil pungutan liar.
Di Sumatera, perusahaan hutan tanaman industri diduga meluaskan
konsesi memalkai izin perhutanan sosial.




Lekasi perhutanan sosial di
Kabupaten Pati, Jawa Tengah,
7 September 2022.
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UDAH empat tahun berlalu,
tapi Sumila masih ingat bagai
manaia pontang-panting men-
cari Rp 500 ribu yang diminta
pengurus Kelompok Tani Hu-
tan (KTH) Sukobubuk Rejo. Uang itu ada-
lah syarat bagi perempuan 65 tahun ini te-
rus menjadianggota KTHagar bisa menge-
lola hutan negara yang jaraknya 4 kilome-
ter dari rumahnyva di Desa Bermi, Keca-
matan Gembong, Kabupaten Pati, Jawa Te-
ngah, melalui program hutan sosial.
Pengurus KETH Sukobubuk berda-
lih pungutan tersebut digunakan un-
tuk membiayal operasi dan administra-
si pengurus setelall pergajuan izin per-
Imtanan sosial mereka diterima Kemen-
terian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
Sumila tak punya nang sama sekali. [a ce-
mas tak bisa membayarnya sehingga tak
bisa lagi menggarap hutan seluas 2.500
meter persegi yang selama ini menjadian-
dalan hidup keluarganya. “Anaksaya sam-
pal berutang ke tempat kerjanva di Indo-
maret,” kata Sumila, terisak, pada Jumat,
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9 September lalu.

Lahan yang dikelola Sumila adalah area
Perusahaan Umum Kehutanan Negara
atau Perum Perhutani. Penduduk di Keca-
matan Gembong sudah lama menggarap
lahan tersebut untuk hidup sehari-hari.
Namun, karena lahan itu milik negara, ke-
giatan Sumila menanam singkong dan ja-
gung i area itu tergolong ilegal. Ta dicap
sebagai perambah hutan, Perhutani tak
dapat mengusir mereka karena bisa tim-
bul kontlik sosial,

Pada 2016, perambahan hutan oleh pen-
dudul: desa seperti Sumila dilegallcan me-
lalui program perhutanan sosial. Peme-
rintah menyediakan 12,7 juta hektare hu-
tan negara untuk dikelola warga, baik
yang sudal telanjur menjadi perambah
maupun penggarap lahan baru. Hingga
pertengaban 2022, alokasi hutan sosial
bertambah menjadi 14,7 juta hekrare.

Biasanya area hutan sosial adalah be-
Ias lahan konsesi hak pengusahaan hutan
dan hutan tanaman industri. Pada 2018,
ada juga bentul perhutanan sosial be-

ol

1 o ,
| Celak diiacimea dai SRR

Uang sabanpal Yakw "_.JI-I)‘Q -\y-u-’

5 Timim b i A /
Welthe M e gy Bavirigen Pes IJ - VA R R e £ ol PR
i poe '
[l o o P
5 N [ | “uql el i - . i -
_“&, = arlilany SOF Fiam « 00 oy ot

[ o

1. Petani di area perhutanan sosial yang
dikelola Kelompok Tani Hutan Sukobubui
Rejo di Pati, Jawa Tengah, pada 2020.

2. Kuitansi pungutan Lembaga
Masyarakat Desa Hutan Wenosobo yang
bekerja sama dengan Perhutani di Desa
Puncel, Pati. :

2,4. Kuitansi pungutan oleh Kelompok
Tani Hutan Sukobubuk Rejo.

rupa kemitraan konservasi melalui kese-
pakatan petani dengan balai taman nasio-
nal. Pengelolaan hutan sosial berdurasi 35
tahun, maksimal 2 hektare per keluarga,
dan bisa diwariskan tapi tak dapat dipin-
dahtanganlan kepada orang selain ang-
Zata kehiarga atau dijadilan agunan kre-
dit ke bank.

Status lahan Perhutani vang diga-
rap Sumila di Desa Bermi adalah hutan
produksi. Sebagai resolusi konflik tenu-
rial, perhutanan sosial akan melegalkan
perambahan Sumila dan penduduk lain
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di desanya. Syaratnya: tergabung dalam KTH.
Adda 150 petani di desanya yang rergabung da-
lam KTH Sukobubuk yang dipimpin Saman,
yang juga menjabat Ketua Yavasan Gerakan
Masyarakat Perhutanan Sasial (Gema PS) In-
donesia di Jawa Tengah.

Gema PS5 Indonesia adalah lembaga swada-
ya masyaralkat (LSM) yang menjadi pendam-
ping perhutanan sosial di Jawa. Pemerintah
mewajibkan KTH mendapat pendampingan.
Jikatakada penvuluh kehutanan pemerintah,
pendamping petani bisa datang dari LSM, per-
gurnan tinggi, atan profesional kehutanan.

Dipimpin Siti Filriyah Khurivati, calon ang-
gota legislatif Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan pada 2019, Gema PS mengklaim
mendampingi 100 ribu petani di Jawa yang
tergabung dalam 250 KTH. San Afri Awang,
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan
Linglkungan Hutan Kementerian Lingkungan
Hidup 20152017, menjadi pembina.

Siti Fikrivah mengklaim arganisasinya su-
dah mengajukan permolionan izin perhutan-
an sosial seluas 60 ribu helitare, terutama di
area Perhutani karena lokus kerja Gema PS
berada di Jawa. Berbeda dengan di luar Jawa,
ada dua skema hutan sosial di area Perhuta-
ni: izin pengelolaan hutan perhutanan sosial
(IPHPS) dan pengakuan perlindungan kemi-
traan kehutanan (kulin KK

Perbedaan IPHPES dengan kulin KK ada pada
skema kerja sama dan tingkat deforestasi. Da-
lam skema IPHPS, biasanya lutupan hutanmya
tinggal 10 persen dan fzinnya diterbitkan Ke-
menlerian Lingkungan Midup dan Kehutanan,
Sedangkan hutan dalam kulin KK masih bagus
danskemanya berbentuk kerja sama bagi hasil
komoditas antara petani dan Perhutani.

KTH Sulcobubulz, yang beranggatalan 1400
peani, mendapatkan IPHPS pada Juli 2008, Se-
bulan kemudiarn, lewat surat edaran Saman
meminta tdap anggota KTH menyetor Rp 500
ribi. Dengan penghasilan tak menentu dari pa-
nen jagung dan ketela Bp 1 juta per panen, Su
mila tak punya uang sebanyak itu. “Kalau pa-
nen jelel: hanyva bisa dapat Rp 100 ribu sekali
panen,” ucapnya, tak hentterisak. Lewat surat
itu, Saman mengancam petani yang tak mem-
bayariuran otomatis keluar dari KTH.

Berbeda dengan Sumila, Trishadi memi-
lih tak membayar meski ditagih serta ditakuti
pengurus KTH rak memparoleh area hutan
sosial. la mengaku tak takut lahan garapan-
nyaseluas 5.000 meter persegi diambil petani
lain, Tapi tahun Ialu perani 87 tahun ini mem-
bayar juga kepada pengurus KTH. Nilainya
empat kali lipat atau sebesar Rp 2 juta. “Hanya
inilahan yang saya punyai,” tuturnya.

Pungutan Liar Perhutanan Sosial

Perhutanan Sosial
untuk Siapa \

SEJAK dicanangkan Presiden Joko Widodo sebagal program prioritas
nasicnal pada 2016, distribusi perhutanan sosial belum mencapai target.
Darl12,7 Juta hektare, hingga pertengahan 2022 izin akses mengelola
hutan bagi masyarakat sekitar hutan baru terbit untuk 5,07 jutas hektare.
Perhutanan sosial bertujuan memberikan keadilan akses baci masyarakat,
setelah 84 jula hektare hutan diberikan kepada pengusaha melalui hak
pengusahaan hutan, hutan tanaman industri, ataupun izin restorasi
ekosistem.

APAITUPERHUTANANSOSIAL:
Sistem pengelolaan hutan lestari di hutan negara, hutan hak, dan

hutan adat dengan memberikan akses kepada masyarakat di
sekitar hutan untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan
lingkungan, dan dinamika sesial-budaya.

Tujuan perhutanan sosial:

= Meredam konflik sosial

= Mengentaskan masyarakat miskin
= Menaikkan tutupan hutan

Skema perhutanan sosial:

» Hutan tanaman rakyat

» HUutan kemasyarakatan

» Hutan desa |
» Hutan adat

#» Kemitraam kehutanan

Durasiz 35 tahun
Luas: maksimal 2 hektars per keluarga

= R e = |
Statistik Perhutanan Sosial

TARGET PERHUTANAN S0SIAL ;

12,7 JUTA HEKTARE HINGGA 2024
REALISAS:

5,07 JUTA HEKTARE PER SEPTEMBER 2022

» Hulan desa: »1,99 juta hektare |
= Hutan kemasyarakatan: 207 ribu hektare
= Hutan tanaman rakyst >355ribu hektare
» Hutan adat: »1,16 juta hektare
= Kemitraan kehutanan: >600 ribu hektare
* Pengakuan dan perlindurgan kemitraan kehutanan: »571 ribu haktare
* lzin pemanfaatan hutan perhutanan sasial: =34 ribu hektare
» 7948 usul perhutanan sosial
= 7.678 sural keputusan (SK) perhutanan sosizl
» 1,11 juta keluarga penerima SK perhutanan sosial
» 9.924 kelompok usaha perhutanan sosial
» Rp 5,51 miliar, nilai trensaksi ekonominasional

HASHAH MAHARTIKA SATRIA HATI, RAHMA BWI SAFITRI i
SUMBER: KEMENTERIAN LINGKLMGAN HIDUP Tub W KEHLITAMAN: BAMAN ;
BUSAT STATIETIK, KEMEMTERIAMN DESA FEMBAMGLINAM RAERAY i
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Fathurrahman juga membayar Rp 2
juta, Lakilaki 47 tahun ini membenar-
kan kuiransi pembayaran yang ditunjuk
lan Tempo. “Saya telat bayar, jadi ada se-
macam denda,” katanya. Begitu juga Mu-
hammad Solihin, yang membayar Rp 1
juta pada 2018, Tapi ia diharuskan mem-
bavar penerimaan negara bukan pajak
(PNBP) Rp 104 ribu pada tahun berikut-
nya. “Padzahal wakru imi tanaman saya ga-
gal panen karena hama tikus,” vjar Soli-
hin.

Saman menyangkal ada pungutan
liar atas nama perhutanan sosial kepada
anggota KTH sukobubuk. Menurut dia,
uang yang disetor anggotanya sebesar Rp
500-700 ribu adalah juran koperasi yang
dibayarkan sekali senmur hidup. “Nanti
dikembalikan melalui pinjaman bibit ja-
sung dan pohon buah,” ucapnya. la juga
menyangkal ada intimidasi kepada petani
yang tak membayar. “Sampai sekarang
masih ada yang belum bayar.”

Thwal PNBP, Saman mengatakan yang
benar adalah pajak bumi dan bangunan
(PBDY. Nilainya Rp 100-200 ribu per tahun.
Ta mengaku masih menyimpan vang FBB
dari petani anggota KTH karena belum di-
ambil petugas pajak. Adapun para peng-
urus KTH Patiayam Rejo, yang berada di
desa sebelah, mengakn sudah menyetor
PRBRp72juta,

Di Rembang, kabupaten sebelah Pati,
Gema PS5 juga mendampingi KTH Gemah
Ripah di Desa Pasedan, Kecamatan Bulu.
Di sini nilai nominal pungutan dihitng
per meter persegi lahan garapan petani
sebesar Rp 200. Memurut Muhammad
Mustain, 39 tabun, vang itu dipakai untule
membiayai pengukuran lahan garapan
oleh pengurus KTH. Mantan juru ukur
KTH Gemah Ripah ini mengatakan petani
hendak mengajukan area garapan mereka
di lahan Perhutani i menjadi perhutan-
an sosial seluas 150 helstare.

Lain cerita di Madiun, Jawa Timur. As-
madi, Ketua Kelompok Tani Hutan Bamur
Wono Jovo di Kecamatan Pajaran, meno-
lak tawaran pendampingan oleh
Gema PS lagi. Soalnya, meski pel-
hagal syarat telah divrus, surat
keputusan IPHPS tak kunjung
terbit hingga sckarang “Ka-
tanya bakal terbit dalam seta- |
hum,” tuturnya.

Asmadi mengatakan selama
tiga tahun tiap petani paling
tidak mengeluarkan Rp 3

{

44 - TEMPO = 9 Dkrobe

Tanda patok rencana penanaman tebu
oleh Perhutani di Kabupaten Pati, Jawa
Tengah, 7 September 2022,

Saman, Kepala Desa Sukcbubuk
sekaligus Ketua Kelompok Tani Hutan
Sukobubuk Rejo (hawah).

juta selama mengurusizin perhutananso-
sial yang didampingiGema PS5, “Belum pa-
tungan tasyakuran, cendera mata untuk
pengurus Gema seperti bonsai atau balok
Tkayu setiap kall mereka datang ke sini,”
ujarnya.

Sama sepertt Saman, Siti Fikiivah
Khuriyati mengatakan juran petani diper-
untukkan bagi kepentingan petani. “Bu-
kan untuk membayar kementerian, tapi
ongkos transportasi petani, makan, foto-
kopi, pemberkasan syarat pengajuan hu-
ran sesial, Mereka bavar oranglain karena
hanyak petani yang buta huruf,” katanya.

Fikriyah mengatakan tak sepeser pun
uang setoran petani yang didampingi or-
ganisasinya masuk ke rekening Gema P5.
Semua iuran, rermasuk biaya pemeta-
an Rp 200 per meter, menurut Fikriyah,
ditetapkan berdasarkan kesepalkatan de-
ngan petani. Bahkan, Fikriyah menam-
bahkan, pendamping lebih banyak keluar
uangsendirisaat mengurusizin perhutan-
an sosial. “Kalau boleh jujur, pendamping
yang berjibaku. Taruhannya rasa malu
kalanizinenggak terbit,” ucapnya.

Selain Gema, LSM pendamping per-
hutanan sosial di Jawa yang cukup be-
sar adalah Semut Ireng. Suyanto, ak-
tivis Semur Ireng, juga mengalai
kelompok tani yang fa dampingi
memungut iuran dari anggota. 12
mendampingi Kelompok Tani Hutan
Mulyo Silayang di Randublatung,
Blora. Setiap petani menyetor
Rp 330 ribu. “Semua setoran

untuk kepentingan KTH berdasarkan ke-
sepakatan,” ujarnys.

KTH Mulyoe Silayang sedang mengaju-
kan permohonan izin perhutanan sosial
seluas 350 hektare, Menurut Suyanto, dari
furan anggota itu, Rp 100 ribu per bidang
dialokasikan unmik membayar PT Mita
Geo Survey Indonesia vang mengukur
luas area lahan perhutanansosial. “Waktu
pengukuran sebulan lebih,” tutur Lasdio-
no, Bendahara KTH Silayang. “Belum foto-
leopi berkas-berkas.”

Koordinator Perhutanan Sosial Semut
Ireng, jundi Wasono, membenarkan ada
iuran petani di KTH yang didampingl or-
ganisasinya. “Tapi saya melarang semua
pendamping Semut Treng menikmati iu-
ranitu,” katanya.

Jundi juga blakblakan mengatakan be-
berapa KTH yang ia dampingi sudah me-
mungut PBE dan PNBP dari petani. Con-
tohnya KTH Patlayam Rejo di Pati serta
KTH Mbah Sariman Java di Blora. Kedua
lelompok tani itu sudah membayar PEB
kepada kantor pajak masing-masing Rp
72,6 juta dan Rp 34,9 jura pada 2021.

Menurut Jundi, kedua kelompolk it
membayar PBB karena ada tagihan dari
kantor pajak. Lagi pula, dia menambah-
kan, pembayaran PBB dan PNBP tertulis
dalam surat keputusan [PHPS sebagai ke-
wajiban petani pengelola huran negara.
“Uang PNBP masih ada di kelompok, be-
lum kami bayarkan ke kantor pajak,” wjar
Jundi.

Belakangan, Direktur Jenderal
Perhutanan Sosial dan Kemitraan Ling
kungan Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan (KLHK) Bambang Supri-
vanto menerbitkan surat edaran yang me-
larang pelbagai macam pungutan, terma-
suk PNBP Jundi mengaku bingung atas su-
ral itu. Menurur dia, perintah memungut
PEE dan PNBP amanat dari [PHPS yang di-
tandatangani oleh Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan.
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Larangan vang dimaksud Jundi adalah su
rat edaran Bambang Suprivanto pada Junidan
agustus 2022, Dalam surat im, Barmbang me-
larang pendamping atan ketua KTH meng-
ambil punguian dari anggotanya, termasik
PNBP. Penerbitan edaran itu, kata Bambang,
adalah upaya pemerintah memutus pemung-
utan di lapangan. “Punguran sepert iru tidak
benar dan tanpa dasar,” ucapnya. “Bisa ma-
suls pidana umum karena pungutan liar.”

Mesli tindalcan itu masuk ranah pidana,
KLHY tak lunjung menindak KTH aiau
pendamping yang memungut iuran. Bam-
bang beralasan tak ada petani arau masyara-
kat serta pemerintah daerah yang membuat
laporan resmi kepada KLHE. “Atrannya je-
las: permohonan perhutanan sosial, verifika-
si, sampai terbit izin gratis," tuturnya,

Masalahnya, kara Siti Fikriyah, KLHK ak
punyaanggaran sosialisasi perhutanan sostal,
Peran pemberi sosialisasi diambil alih oleh
pendamping mandiri sehingga mereka me-
merlukan biaya dari luran petani, Bambang
Suprivantomengatakan pendamping mandici
bisa mengakses dana lembaga donor untuk
membiavai pendampingan. “Bisa kami en-
dorse,” ufarnya.

Siti Fikriyah dan Jundi Wasona dulu adalah
kolega yvang menghela Sekretariat Bersama
Hutan Jawa. Kumpulan LEM ini berisi pegiat
perhutanan sosial. Ada Semut lreng, Omah
Tani, juga Yayasan Kehutanan Indonesia, Me-
reka adalah relawan pendukung Presiden
Joko Widodo dalam Pemilihan Umum 2014
dan 2019. Mereka acap bentrok dengan kebi-
jakan-kebijakan Perhutani.

Pada 2018, semua organisasi dalam sekrera-
rlar itn sepakar membentuk wadah baru her-
nama Gerakan Masyarakat Perhutanan 5o-
sial. Gerakan itu pecah setahun kemudian.
Pendirinya membangun organisasi sendiri-
sendiri. Fikrivah membentuk Yayasan Gema
Perhutanan Sosial Indonesia, sementara Jun-
ditetapdiSemut lreng. "Visidan misi kamisu-
dahddaksejalan,” lkata Fikrivah.

Jundi mengatakan gerakan pecah bukan
larena perbedaan vist dan misi para pendiri-
nya, melainkan lantaran urusan nang terkait
dengan maraknya punguian terhadap petam
hutan. “Pungotan tidak hanya terjadi seka-
rang. Sudah lama, termasuk oleh Perhutani,”
tuturnya.

Permungutan oleh petugas Perhutani ini
yang membual pemerintal mengubah kebi
jakan perhutanan sostal. Memanfaatkan om-
mibus law Undang-Undang Cipta Kerjg, pe-
merintah hendak menarik 1,1 juta hektare
dari 2.4 jura hekrare area Perhurani menjadi

Pungutan Liar Perhutanan Sosial

Hutan di Indonesia

Ada tiga jenis hutan di Indonesia: kawasan hutan, yakni hutan negara
yana dikuasai pemerintah pusat; hutan hak, vaknl hutan milik; dan hutan
adat, Ada juga hutan di area penggunaan lain yang berada dalam kontrol
pemerintah daerah. Untuk sementara, perhutanan sosial berlaku dihutan
negara.

HUTAN NEGARA (juta hektare):
Hutan lindung: 29,6 — |

Hutan
konservasi: 22,1

KAWASAN
HUTAN
NEGARA:

Hutan produksi: 68,8

Akses hutan sosial untuk penduduk desa:

i 75 1 >»1305desadfdalamhutan

» 7,947 desaditepi hutan
» 22.7089 desa disekitar hutan
» 25 863 dari 31.961 desa diarea
DESA hutan tergolong desa miskin
Kriteria area perhutanan sosial {jula hekiars):
= Area belum dibebani izin; 9,16
» Kawasan gambut bebasizim 2,24
= Potensi kemitraan, 20 persen dari luas pemegang izin usaha
pemanfaatan hasil hutan kayu
» Hutan tanaman (izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan
tanaman): 2,13

Luas area perhutanan sesial akumulasi (jula heklare)

5,07
0.7 123 2,46 4,04 4,2 e i
2016 2017 2018 2019 2020 - 202 2022
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kawasan hutan dengan pengelolaan khu-
515 (KHDPK). Dari enam skema, perhutan-
an sosial menjadi salah satu cara mengelo-
la KHDPEK.

Menurut Bambang Suprivanto, meski
Menteri Linglungan Hidup dan Kehutan-
an Sirl Murbaya sudah menerbitkan surat
keputusannomor 287 rentang luas KDHPK
tiap provinsi, kehijakan ini belum resmi
karena petunjuk teknis dan pelaksanaan-
nva belum siap. Namun, dilapangan, para
pengurus Gema PS Indonesia sudah men-
sosialisasi peta KHDPK.

Di Kediri, Jawa Timur, misalnya, ber
edar peta KHDPK Desa Manggis bertan-
da tangan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Siti Nurbaya, Siti Fikriyah
membenarkan peta itu. la mengatakan
Gema membuat peta KHDPI di setiap [o-
kasi yang mereka dampingi, termasuk di
Desa Manggls. “Kami talut yang sudah
kami advokasi bertahun-tahun tidak ma-
suk KHDPK," katanya. “Soal Kediri ini su-
dah keordinasi dengan Perhutani juga.”

Bambang mengatakan peta KHD-
PK Desa Manggis vang bertanda tangan
Menteri Siti Nurbaya adalah peta palsu.
“Ttu mgawur,” ucapnya. Peta KHOPK asli,
ujar Bambang, berukuran skala1: 2 jira
dan baru diterbitkan di situs web KLHK
pada akhir pekan lalu.

Menurut Bambang, pemungutan oleh
para petugas Perhutani terhadap petani
hutansosial sudahberlangsunglama. Tem-
po memperoleh banyak kuitansi pung
utan oleh pengurus lembaga masyarakat
desa hutan (LMDH) yang berada di bawah
pendampingan Perhutani. jumlah pung-
ulan pengurus LMDH Rp 100 ribu-Zjuta.

Di Desa Manggis, LMDH Adil Sejahitera
meminia petani penggarap arca Perburta
ni menyetor Rp 300 ribu2.4 juta. Dalam
kuitansi setoran, tujuan pungutan tak be-
gitu jelas, hanya disebut bagi hasil. Jika
mengacy pada Peraturan Menreri Ling-
kungan Hidup Nomor 39 Tahun 2017, su-
rat keputusan |PHPS ataupun naskah kerfa
sama kulin KK memang menerakan rasio
bagi hasil pendapatan bisnis komoditas
lehutanan sebesar 70 persenuntukpetani.

Ketua LMDH Adil Sejahtera Sudarno twk
menyanghkal keberadaan pungutan . Me-
nurut diz, pungutan itu sudah ada sebelum
ia menjabat pada 2017. Bahkan, ketika baru
menjabat, Sudarno mengklaim, la mesti
melunasi tunggalkan hagi hasil kepada Per
hutani Rp 246 juta, "Kami memilild bukd
transfer kepada Perhutani,” katanya.

Direkmir Sumber Daya Manusia, Umun,
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dan Teknologi Informasi Perhutani Muha-
mad Denny Ermansyah juga tak memung-
kiri ada praktik pungutan melalui LMDH.
Namun, dia menjelaskan, status pungutan
adalah bagi hasil vang disepakati LMDH
dengan Perhutani dalam perjanjian kerja
sama. la mengatakan biasanya petuni
memherilan bagi hasil 10-20 persen dari
hasil panen tanaman semusim kepada
Perhutani. “Prinsipnya harus ada yang
masuk ke kas negara,” ujarnya.

Bambang Suprivanto menyebutkan pe-
mungut pajak melalui perhutanan sosial
seharusnya tetap petugas pajak, bukan
petani arau ketua KTH. Dengan KHDPE,

tutur dia, pemerintah ingin memberes-
kan lkarutmarut pengelolaan hutan di
Jawa. “Agar Perhutani berfokus pada bis-
nisnya, bukan membereskan konflik lah-
an,” ucap Bambang.

Menurot Peraturan Pemerintah No-
mor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan
Umum Kehutanan Mepara, bisnis utama
Perhutaniadalah hasil hutan kayu dan bu-
lian kayu. Tak diseburkan ihwal komodi-
tas perkebunan, Tapi, di pelbagai tempat,
Perhutanisedanggiat membulkahutanun-
tuk program area tebu mandiri. Pembu-
kaan hutan inl memicu protes petani ka- -
rena lahan garapan mereka bakal diam-
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Ketersediaan pendamping untuk kelompok usaha
perhutanan sosial (KUPS) berdasarkan skema
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Rakyat  (emasyarakstan

. KUPS dengan pendampingan

bil kembali oleh badan usaha milik negara
itu. Di Grobogan, Jawa Tengzh, misaloya,
alatalat berat sudah merangsek ke lahan
garapanmasyarakat.

Juga di Desa Puncel, Pati. Manajemen
Perhutani telah membabat pohon dan me-
masang patok. Perhutani akan menanam
tebu di lahan seluas 290 hektare. Admi-
nistratur Kesatwan Pemangluan Huran
Pati Arif Fitri Sapuira mengatakan perke-
bunan tebu didirikan untul menduloung
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KUPS tanpao pendampingan

swasembada gula sejak 2014, Namun, ka-
rena ada protes petani, Arifakan mengkaji
kembali penanaman tebi.

Menurut Denny Ermansyah, program
penanaman tebu ini direncanakan Per
hutani sebelum muncul kebijakan KIH-
DPK. Meski surar keputusan nomor 287
tentang KHDPE terbit pada § April 2022,
penanaman tebu rerus berjalan karena ke-
bijakan ini belum berlaku resmi, “Namun
kami tetap berkoordinasi dengan KLHK

Pungutan Liar Perhutanan Sosial
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Ketersediaan pendamping untuk KUPS
berdasarkan wilayah
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mendukung program ini,” katanya.

Adapun Direltur Jenderal Perhutanan
Sosial Bambang Supriyanio meminta Per-
hutani tidak buru-bure menanam tebu se-
belum peta KHDPE terbit. Sebab, problem
akan menjadi rumit jika area garapan pe-
tani sudah dibongkar untuk tebu, semen-
tara area tersebut masuk KHDPK. Arti-
nya, lahan tersebut sah sehagai hutan so-
sial. “Tunggu duly, burv-buru amat,” tu-
mrnya. @
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